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TENTANG

KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI SUMEDANG,

bahwa keadaan alam, flora dan fauna, sebagai
karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta
peninggalan purbakala, peninggalan sejarah dan
budaya yang dimiliki Bangsa Indonesia
merupakan sumber daya dan modal
pengembangan kepariwisataan untuk
peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan
rakyat;

bahwa kebebasan melakukan perjalanan dan
memanfaatkan waktu luang dalam wujud
berwisata merupakan bagian dari hak azasi
manusia;

Mengingat :

1.

bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan
kepariwisataan dan untuk meningkatkan daya saing
Kabupaten Sumedang sebagai pengembangan
pariwisata yang dilandasi nilai-nilai agama, budaya

bangsa dan kearifan lokal masyarakat dengan tetap
memberikan perlindungan terhadap kelestarian dan
mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional

yang dilakukan secara sistematis, terencana,
terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab,
diperlukan pengaturan kepariwisataan di Kabupaten
Sumedang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Kepariwisataan;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3269);



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konse&asiber

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negapublik

Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaragarse
Republik Indonesia Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usahas®arssian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No#®)
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No®fit)3

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlingiuing
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah889
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indamésmor
3821);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keterexjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 208@8nor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Ndi09);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembamtuk
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara [kepub
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaragarsde
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembanta
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahd4 280mor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaoNd437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakinigade Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kédas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemBénta
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah®3 280mor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiadNdgv4);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang PendRaemg
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Mo6&
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noffes)4

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UsahaolMik
Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik led@n
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Rkepub
Indonesia Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infornokasi
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik mekia Tahun
2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repuldi@niesia
Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketedouka
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indoae$ahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Repuldiéniesia
Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelola
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahud8 20
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanes
Nomor 4851);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornograf
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NMo#@3)
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No@@o )

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepaatedsh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 NMoiig
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoS&s 4

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayRoéiik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 NMohi@,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoO&8)5

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan RakyatvaDe
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daera
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 NMoh2@,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noo#8)5



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajakabagan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Ind@né&hun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Reputdiniesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perligaurdan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Ripub
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembareganfd
Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Noidd,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No®&8)5

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagarayzud
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Noh3d®,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nod8)5

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentatakd2maan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaramalkse
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahambdagan
Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimelah tiubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 201tantgn
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 T&8ktentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Noffh
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nows)5

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentanglisis

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran NegagpuRlik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaragarse
Republik Indonesia Nomor 3838);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentarcpnian
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pensribtaérah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Noht®,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&@)4

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentanghb&gan
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, PemerintBlaamah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kotaniflaean
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, TEdrab
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentarmipnfan
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Ddenahang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lemb&agara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahanbdagan
Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftddaaha
Jasa Perjalanan Wisata;

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftadaaha
Penyediaan Akomodasi;

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftddaaha
Jasa Makanan dan Minuman;

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftadaaha
Kawasan Pariwisata;

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftddaaha
Jasa Transportasi Pariwisata;

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftadaaha
Daya Tarik Wisata;

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftddaaha
Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;



34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftddsaha
Jasa Pramuwisata;

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftdisaha
Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Ind€otiferensi
dan Pameran;

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftddsaha
Jasa Konsultan Pariwisata;

Peraturan  Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftdisaha
Jasa Informasi Pariwisata;

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftddsaha
Wisata Tirta;

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftdisaha
Spa;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 TaB08

tentang Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohomljaean
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 Nomor 2Dgeri

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 33 Ta008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumgeda
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2004 Nafo
Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tab08 2
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang D&dpdir)
Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

Menetapkan :

43.

44,

45.

46.

47.

PERATURAN

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5
Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan
Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Kabupaten = Sumedang (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor
13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Sumedang Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6
Tahun 2010 tentang Penyusunan dan Pengelolaan
Program Legislasi Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor
8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

DAERAH KABUPATEN

SUMEDANG TENTANG KEPARIWISATAAN.



